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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan
hidayah-nya kami dari Bagian Perekonomian dapat menyusun dan membuat
Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2025

Penyusunan laporan TPAKD Kabuapten Banggai Kepulauan dan kegiatan
lainnya merupakan program kerja TPAKD. Hal tersebut tentunya tepat,

karena kegiatan dimaksud merupakan kegiatan operasional yang dilakukan
dalam rangka mendukung implementasi program kerja TPAKD. yang memiliki

target sasaran langsung kepada masyarakat yang dapat dikatakan sebagai
program kerja TPAKD

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan
terimakasih dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada semua pihak
yang telah berkenan membantu kami terutama dalam penyedian data dan
imformasi untuk penyusunan Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 ini. Dalam rangka
penyempurnaan dan peningkatan kualitas laporan kedepan,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi setiap upaya kita dalam
berkonstribusi untuk memajukan perekonomian di wilayah yang kita cintai ini

BAB I
Pendahuluan
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah mendorong
percepatan akses keuangan di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui optimalisasi
peran Tim Percepatan Akes Keuangan Daerah (TPAKD). Hal itu disampaikan Wakil
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah Andri Arsasi saat
audiensi dengan Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir di Kantor Bupati Banggai
Kepulauan, Kamis 8 September 2022. Hadir dalam pertemuan, tim dan anggota
TPAKD Banggai Kepulauan yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan perwakilan Perbankan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan tujuan dan maksud pembentukan
TPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan rencana program kerja dan program tematik
TPAKD nasional yang dapat diselaraskan dengan program kerja Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan. TPAKD merupakan forum koordinasi antar
pemangku kepentingan dan juga pelaku usaha jasa keuangan di daerah percepatan
akses keuangan tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan harapan
mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Keberadaan TPAKD Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini menjadi sangat penting
sebagai katalis ekosistem perekonomian daerah, dengan peningkatan akses keuangan
khususnya melalui beberapa program kerja yang menjadi prioritas bagi Pemerintah
Daerah kabupaten Banggai Kepulauan yakni :

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan Daerah
2. Pelatihan dan pengembangan UMKM Unggulan
3. Peningkatan Pemanfaatan Produk dan Layanan Industri Keuangan Non Bank
4. Maida Batabung
5. Kegiatan Edukasi Keuangan
6. Fasilitasi KUR
7. Fasilitasi Ekosisten Keuangan Inklusif Wilayah Perdesaan Desa Lalong Kecamatan

Tinangkung Utara
8. Percepatan dan Perluasan Akses Keuangan Masyarakat Melalui Agen Laku Pandai
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BAB II

PROGRAM KERJA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

1.1 Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan Daerah

Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan Daerah adalah upaya untuk

mengembangkan kemampuan ekonomi daerah agar menjadi sumber pendapatan

dan penghidupan Masyarakat setempat.

Untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah, dapat melakukan langkah-

langkah berikut: Mengidentifikasi semua potensi yang dimiliki daerah,

Menentukan keunggulan dari setiap potensi yang dimiliki, Melihat keterkaitan

antara potensi daerah dengan daerah lain di sekitarnya, Menyusun skala prioritas,

Meningkatkan kualitas dan produksi.

Pengembangan potensi ekonomi daerah dapat dilakukan dengan: Mengelola

sumber daya yang ada, Membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan

sektor swasta, Meningkatkan investasi, Menciptakan lapangan kerja.

1.1.1 Rapat Pleno Semester 1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPAKD) Se-Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Rapat Koordinasi
TPAKD Program Kerja Triwulan I TPAKD Kabupaten banggai
Kepulauan, Edukasi Keuangan Kepada Camat, Lurah dan Kepala
Desa“Banggai Kepulauan Cerdas Finansial”

Dalam rangka evaluasi program kerja tahun 2024 dan penyusunan

rencana

program kerja tahun 2025 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

(TPAKD) SeSulawesi Tengah, kami mengundang Bapak/Ibu untuk

mengikuti Rapat Pleno TPAKD Se-Sulawesi Tengah yang rencananya

akan diselenggarakan pada hari selasa 25 Maret 2025

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati

Banggai Kepulauan. Turut hadir Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Pj.

Sekda Kab. Banggai Kepualan, Kepala-Kepala Bank, Kepala Kantor
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kementrian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan,Kepala OPD yang

Terkait dan kepala OJK dan Staf

Mengingat pentingnya agenda kegiatan ini sudah menetapkan dan

melaporkan rencana program kerja tahun 2025 secara tepat waktu,

mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memastikan sekretariat TPAKD

Bapak/Ibu masing-masing yang memiliki hak akses di aplikasi TPAKD

beserta anggota TPAKD Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu dan

menyampaikan usulan program kerja sesuai dengan roadmap TPAKD

tahun 2025, Mcndasari Surat Kcpala Otoritas Jasa Kcuangan

(OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: S-275/KO.1601/2025

tentang Permohonan Audiensi dan dukungan kegiatan pelaksanaan rapat

koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Kabupaten Banggai Kepulauan.
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Dokumentasi Kegiatan FGD

1. Sebagai undangan Peserta Rapat
- Waktu Penyelenggaraan Rapat Virtual Zoom

Kegiatan Pleno Semester 1 Tim Percepatan Akses
Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Sulawesi Tengah
Tahun 2025

- Peseerta Undangan : Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan , Kepala OPD terkait
dan OJK.

2. Sebagai undangan Peserta Rapat
- Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi TPAKD

Program Kerja Triwulan 1 TPAKD Kabupaten
Banggai Kepulauan.

- Peseerta Undangan : Wakil Buapto Banggai
Kepulauan, Kepala OPD terkait, OJK dan Bagian
Perekonomian.

- Waktu Penyelenggaraan Rapat Edukasi Kepada
Camat Se-Kabupaten , Lurah Se-Kabupaten dan
Kepala Desa Se-Kabupaten

- Peserta Undanga Rapat : Wakil Bupati Banggai
Kepulauan, Pj. Sekda Banggai Kepulauan, Kepala
OPD Terkait, Kepala OJK dan Staf, Camat Se-
kabupaten, Lurah Se-kabupaten dan Kepala Desa
Se-kabupaten.

Informasih Evidence
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1.1.2 Menyelenggarakan Pelatiahan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil (Dinas
Perikanan)

Pemberdayaan nelayan kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan
dan kemandirian nelayan kecil dalam menjalankan usaha perikanan:

 mendampingi kelompok nelayan melalui pelatihan manajemen kelompok
 memberikan pengetahuan tentang perbaikan mesin
 memberikan pengetahuan tentang teknik penambalan perahu menggunakan

resin non-sag epoxy,
 bantuan peralatan utama untuk perawatan dan perbaikan mesin

Dokumentasi Kegiatan
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1.1.3 Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Melakukan Kegiatan
Fasilitasi Akses Pemasaran dan Saranan

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan kegiatan Fasilitasi
Akses Pemasaran dan Sarana Pendukung bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian dari program Akses Reforma
Agraria Tahun 2025. Kegiatan ini di pusatkan pada balai Desa Okumel, Kecamatan
Liang, pelatihan yang di lakukan yaitu pembuatan nugget ikan, yang merupakan salah
satu bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Okumel, desa yang dikenal dengan
potensi Perikanannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dito Syaferli selaku Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Banggai Kepulauan, Mohammad Yasir selaku Plt. Kepala Seksi Penataan
dan Pemberdayaan beserta staf, Surianto U. Abbas selaku Kepala Desa Okumel, Edy
Nashry Abubakar selaku Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Banggai
Kepulauan, Nurhidayati H. Lasida selaku Penyuluh Perikanan wilayah kecamatan
Liang, dan Field Staff Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
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1.1 Dinas Pertania Giat Pertania Bidang Peternakan (Sosialisasi Pemeliharaan
Ternak dan Pelayanan Keswan Kerja Sama dengan KKN UGM

Dokemntasi Dinas Pertania Giat Bidang Peternakan, Sosilaisasi Pemeliharaan
Ternak dan Pelayanan Keswan Kerja Sama demgam KKN UGM
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1.2 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dalam sambutannya Rusli Moidady menyampaikan terima kasih yang setinggi-
tingginya dan apresiasi kepada Bank Sulteng dan Bank BPR cabang Salakan, yang
telah menunjukkan keberpihakannya kepada para pengusaha kuliner untuk
mendapatkan fasilitas gerai.

35 unit gerai tersebut berasal dari Bank Sulteng 20 unit dan 15 unit dari Bank BPR
lokadana.

DOKUMENTASI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN RESMI
MENYERAHKAN 35 GERAI KEPADA PELAKU UMKM DI TAMAN KOTA
SALAKAN KERJA SAMA DENGAN BANK SULTENG CABANG SALAKAN
DAN BANK BPR CABANG SALAKAN
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1.3 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

Pemerintahan Daerah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam
melaunching Program Berkah Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten
Banggai Kepulauan

Peluncuran program berkah bertempat di Pasar Desa Liang, Kecamatan Liang
dan di hadiri Bupati (secara virtual), Pj. Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Ketua
TP-PKK, Kepala BPJS Cabang Luwuk, KEMENAG, Wakapolres, Pj. Pabung,
Kapolsek dan Danramil Kec. Liang, Perwakilan DPRD, Camat Liang, Kepala Desa
Liang, Kepala OPD yang sempat hadir, masyarakat Desa Liang dan Desa
Kombutokan Kec. Totikum, Desa Sumondung Kec. Bulagi, Desa Buko Dusun Alani
Kec. Buko Selatan (via zoom)

Dokumentasi Kegiatan
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1.2 Program Peningkatan Pemanfaatan Produk dan Layanan Industri
Keuangan Non-Bank

Program Peningkatan Pemanfaatan Produk dan Layanan Industri Keuangan

Non-Bank merupakan Jenis Program Kerja Lainnya untuk Mendorong

Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan dengan klasifikasi Optimalisasi

Produk dan layanan -asuransi (Asuransi Mikro, Asuransi jiwa, Asuransi umum,

AUTP, AUTS/K, Asnel, lainnya)

1.3 Program Mainda Ba Tabung

Salah satu sasaran keuangan inklusif dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif

(SNKI) yaitu kelompok Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Kelompok

pelajar/siswa memiliki potensi yang besar untuk peningkatan inklusi keuangan.

Adanya kebutuhan produk keuangan berupa tabungan dengan karakteristik dan

fitur yang sesuai dengan kebutuhan kelompok pelajar/siswa.

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk

Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan

Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

Program ini menjadi salah satu media edukasi bagi para pelajar untuk mulai

mengenal konsep menabung sejak dini. Melalui program ini, kita berharap

nantinya seluruh pelajar telah memiliki rekening tabungan sehingga pada saat

mereka dewasa mereka siap untuk menggunakan berbagai produk dan layanan

keuangan. Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan

berbagai produk tabungan anak yang telah dimiliki oleh perbankan atau dengan

menggunakan Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

Di Kabupaten Banggai Kepulauan mencanangkan Program Mainda Ba Tabung

yang merupakan Jenis Program Simpanan Pelajar (SimPel) untuk Mendorong
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Budaya Menabung Sejak Dini Dengan Target Satu Rekening Satu Pelajar

(KEJAR), melalui program mai nda batabung ini diharapkan kepada semua

siswa dan orang tua dapat menerima manfaat untuk mengajarkan kebiasaan

menabung sejak dini sangat baik diterapkan untuk membentuk karakter seorang

anak karena mereka akan belajar mengerti bagaimana menggunakan uang

dengan bijak untuk mempersiapkan masa depannya. Dengan mengajarkan anak

menabung berarti sebagai orang tua sudah melatih anak sejak dini antara lain

1. Anak jadi lebih menghargai uang

2 Anak dilatih untuk mengelolah keuangan

3 Anak dilatih untuk mandiri dan disiplin

4 Anak dilatih untuk belajar hidup hemat dan sederhana

5 Membentuk anak menjadi pribadi yang sabar

6 Dapat memiliki dana darurat.

Dari Program tersebut Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Bupati

Banggai Kepulauan telah mengeluarkan surat Edaran :

1. Surat Edaran Nomor : 900.1.7.3/2.130/Bag.Ekon/IV/2025 tentang Program Satu

Pelajar Satu Rekening.

2. Surat Edaran Nomor : 900.1.7.3/2.129/Bag.Ekon/IV/2025 tentang Himbauan

kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan demikian diharapkan kepada semua ASN dapat mendukung program tersebut.

Dan juga dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi dan

inklusi keuangan agar seluruh produk dan layanan lembaga jasa keuangan dapat

dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Dorongan OJK dalam pelaksanaan

program kerja TPAKD di Kabupaten Banggai Kepulauan.
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JUMAH REALISASI SIMPEL DIKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
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JUMAH DATA QRIS PROVINSI SULAWESI TENGAH TA. 2025

JUMAH GEMAR INVESTASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TA. 2025
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1.5 Kegiatan Edukasi Keuangan
Kegiatan edukasi keuangan adalah strategi kebijakan untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola

keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi

keuangan masyarakat, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan

yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam mengelola keuangan.

Materi edukasi keuangan yang dapat diberikan kepada masyarakat

mencakup:

 Karakteristik sektor jasa keuangan

 Karakteristik produk dan/atau layanan, seperti deskripsi, manfaat,

risiko, biaya, hak dan kewajiban, cara mengakses, dan penanganan

pengaduan dan penyelesaian sengketa
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1.6 Fasilitasi KUR
KUR adalah Kredit Usaha Rakyat, yaitu program pemerintah untuk

memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). KUR disalurkan melalui lembaga keuangan dengan bunga

rendah dan tanpa agunan tambahan atau agunan yang belum cukup.

Manfaat KUR bagi pelaku UMKM, antara lain: Membantu menambah

modal usaha, Memudahkan manajemen keuangan, Meringankan beban

usaha, Mendorong perkembangan usaha.

Syarat-syarat untuk mendapatkan KUR, antara lain:

 Warga Negara Indonesia

 Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah

 Memiliki usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6

bulan

 Memiliki rekening tabungan atau giro di lembaga keuangan penyalur

KUR

Untuk mengajukan KUR, calon debitur dapat:

1. Mempelajari syarat dan ketentuan di lembaga keuangan penyalur

KUR

2. Membawa berkas persyaratan ke lembaga keuangan penyalur KUR

3. Menunggu penilaian kelayakan kredit dari lembaga penyalur KUR

Pada Tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

melakukan Sosialisasi KUR kepada Pelaku Usaha Pemula dengan

menghadirkan Narasumber dari Kantor Perbendaharaan Negara Luwuk,

dari Pihak Perbankan dan Industri Jasa Keuangan Non Bank yang

dilaksanakan di wilayah Kecamatan Buko Kabupaten Banggai

Kepulauan.
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1.6.2 Realisasi KUR di Kabupaten Banggai Kepulauan

DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN BULAN JANUARI TA. 202

NO WILAYAH JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
1
.

KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)

DEBITUR 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440

NILAI AKAD 16,903,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,903,500,000

OUTSTANDING 15,947,962,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,947,962,867

TOTAL
DEBITUR

440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440

TOTAL NILAI
AKAD

16,903,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,903,500,000

TOTAL
OUTSTANDING

15,947,962,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,947,962,867
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DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN BULAN FEBRUARI TA. 2025

NO WILAYAH JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
1
.

KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)

DEBITUR 440 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,133
NILAI AKAD 16,903,500,000 20,797,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,701,400,000

OUTSTANDING 15,947,962,867 19,895,053,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,843,016,214

TOTAL
DEBITUR

440 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,133

TOTAL NILAI
AKAD

16,903,500,000 20,797,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,701,400,000

TOTAL
OUTSTANDING

15,947,962,867 19,895,053,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,843,016,214
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DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN BULAN MARET TA. 2025

NO WILAYAH JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
1
.

KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)

DEBITUR 440 693 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,547

NILAI AKAD 16,903,500,000 20,797,900,000 20,054,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,755,500,000
OUTSTANDING 15,947,962,867 19,895,053,347 19,672,755,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,515,771,525

TOTAL
DEBITUR

440 693 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,547

TOTAL NILAI
AKAD

16,903,500,000 20,797,900,000 20,054,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,755,500,000

TOTAL
OUTSTANDING

15,947,962,867 19,895,053,347 19,672,755,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,515,771,525
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DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN BULAN APRIL TA. 2025

NO WILAYAH JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
1
.

KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)

DEBITUR 440 693 414 322 0 0 0 0 0 0 0 0 1,869

NILAI AKAD 16,903,500,000 20,797,900,000 20,054,100,000 15,237,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 72,993,100,000
OUTSTANDING 15,947,962,867 19,895,053,347 19,672,755,311 14,743,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 70,259,371,525

TOTAL
DEBITUR

440 693 414 322 0 0 0 0 0 0 0 0 1,869

TOTAL NILAI
AKAD

16,903,500,000 20,797,900,000 20,054,100,000 15,237,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 72,993,100,000

TOTAL
OUTSTANDING

15,947,962,867 19,895,053,347 19,672,755,311 14,743,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 70,259,371,525
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DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN BULAN MEI TA. 2025

NO WILAYAH JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBERNOVEMBER DESEMBER TOTAL

1. KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)
DEBITUR 440 693 414 509 795 0 0 0 0 0 0 0 2,851

NILAI AKAD 16,903,500,000 20,797,900,000 20,054,100,000 17,740,100,000 20,909,900,000 0 0 0 0 0 0 0 96,405,500,000
OUTSTANDING 15,218,669,603 18,863,816,978 18,653,502,488 17,105,934,107 20,486,831,152 0 0 0 0 0 0 0 90,328,754,328
TOTAL
DEBITUR

440 693 414 509 795 0 0 0 0 0 0 0 2,851

TOTAL NILAI
AKAD

16,903,500,000 20,797,900,000 20,054,100,000 17,740,100,000 20,909,900,000 0 0 0 0 0 0 0 96,405,500,000

TOTAL
OUTSTANDING

15,218,669,603 18,863,816,978 18,653,502,488 17,105,934,107 20,486,831,152 0 0 0 0 0 0 0 90,328,754,328
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DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN BULAN JUNI TA. 2025

NO WILAYAH JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL

1. KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)

DEBITUR 440 693 414 509 795 659 0 0 0 0 0
0

3,510

NILAI AKAD 16,903,500,000 20,797,900,000 20,054,100,000 17,740,100,000 20,909,900,000 22,028,000,000 0 0 0 0 0 0 118,433,500,000

OUTSTANDING 15,218,669,603 18,863,816,978 18,653,502,488 17,105,934,107 20,486,831,152 21,956,271,281 0 0 0 0 0 0 112,285,025,609

TOTAL
DEBITUR

440 693 414 509 795 659 0 0 0 0 0 0 3,510

TOTAL NILAI
AKAD

16,903,500,000 20,797,900,000 20,054,100,000 17,740,100,000 20,909,900,000 22,028,000,000 0 0 0 0 0 0 118,433,500,000

TOTAL
OUTSTANDING

15,218,669,603 18,863,816,978 18,653,502,488 17,105,934,107 20,486,831,152 21,956,271,281 0 0 0 0 0 0 112,285,025,609
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DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN BULAN JULI TA. 2025

NO WILAYAH JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
1. KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)

DEBITUR 440 693 414 509 795 659 129 0 0 0 0 0 3,639
NILAI AKAD 16,903,500,000 20,797,900,000 20,054,100,000 17,740,100,000 20,909,900,000 22,028,000,000 6,046,600,000 0 0 0 0 0 124,480,100,000

OUTSTANDING 15,218,669,603 18,863,816,978 18,653,502,488 17,105,934,107 20,486,831,152 21,956,271,281 4,397,000,000 0 0 0 0 0 116,682,025,609
TOTAL
DEBITUR

440 693 414 509 795 659 129 0 0 0 0 0 3,639

TOTAL NILAI
AKAD

16,903,500,000 20,797,900,000 20,054,100,000 17,740,100,000 20,909,900,000 22,028,000,000 6,046,600,000 0 0 0 0 0 124,480,100,000

TOTAL
OUTSTANDING

15,218,669,603 18,863,816,978 18,653,502,488 17,105,934,107 20,486,831,152 21,956,271,281 4,397,000,000 0 0 0 0 0 116,682,025,609
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1.7 Fasilitasi Ekosistem Keuangan Inklusif Wilayah Perdesaan
Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) adalah program dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) untuk meningkatkan inklusi keuangan di wilayah

perdesaan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan lembaga

keuangan dengan pelaku ekonomi desa, sehingga mereka dapat mengakses

berbagai layanan keuangan dan sumber daya yang dibutuhkan.

Berikut beberapa manfaat dari program EKI:

 Memfasilitasi penciptaan dan pengembangan ide-ide baru yang dapat

memperkaya pasar lokal

 Membangun infrastruktur ekonomi yang lebih solid di desa, seperti

sistem keuangan, jaringan pemasaran, dan platform pelatihan

 Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, sehingga dapat

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program EKI, antara lain:

 Pembukaan rekening tabungan

 Penyaluran kredit atau pembiayaan

 Penambahan titik akses keuangan melalui agen Laku Pandai

 Fasilitasi sistem pembayaran QRIS

 Edukasi keuangan dan pendampingan kepada masyarakat desa

 Penyaluran KUR

 Subsidi produk asuransi kecelakaan diri bagi petani dan peternak

 Insentif iuran BPJS bagi perangkat lembaga desa

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan

literasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan, salah satunya dengan

program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kabupaten Banggai

Kepulauan.

Dalam rangka mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan terutama di

wilayah pedesaan, OJK Sulteng bersinergi dengan pemerintah daerah

melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” kata Kepala OJK

Sulteng hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang

dilaksanakan OJK pada 2022, menunjukkan tingkat literasi keuangan

sebesar 49,68 persen dan tingkat inklusi keuangan sebesar 85,10 persen.
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Di wilayah perkotaan tingkat literasi keuangan adalah sebesar 50,52 persen

dan tingkat inklusi keuangan adalah sebesar 86,73 persen, sementara

untuk wilayah pedesaan tingkat literasi keuangan masih 48,43 persen dan

tingkat inklusi keuangan adalah sebesar 82,69 persen.

Oleh karena itu, program EKI dilaksanakan di Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2023, tepatnya di Desa Wisata Luk Panenteng untuk

mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan.

edukasi keuangan kepada badan usaha milik desa (BUMDes) dan

masyarakat Desa Luk Panenteng. Lebih lanjut, melakukan perluasan akses

keuangan dengan dilakukannya pembukaan agen laku pandai dan

pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat umum yang belum

memiliki akses.

Selain itu, pengembangan infrastruktur wisata yang menjadi ikon Desa Luk

Panenteng dengan memfasilitasi sertifikasi pemandu selam, dan publikasi

wisata dengan memanfaatkan sarana publikasi dari pelaku usaha jasa

keuangan di Sulawesi Tengah.

Program EKI ini juga menjadi wadah sinergi antarpemangku kepentingan

baik dari pemerintah atau regulator, komunitas, akademisi, lembaga jasa

keuangan, dan juga media,” kata dia.

Tidak hanya program EKI, kata dia, menindaklanjuti Surat Edaran Bupati

Banggai Kepulauan tentang Program Satu Pelajar Satu Rekening, pihaknya

bersama dengan Pemkab Banggai Kepulauan dan bank daerah

melaksanakan puncak kegiatan Hari Indonesia Menabung tahun 2023 di SD

dan SMP Satu Atap Desa Luk Panenteng. Selain bertujuan mengakselerasi

kepemilikan rekening tabungan, khususnya dari segmen pelajar, juga

sebagai bentuk komitmen, kerja sama, dan sinergi antara OJK Sulteng

dengan pemda.
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1.7.1 Kegiatan Pelatihan Pengelola Desa Wisata Tahun 2025
1.8 Program Percepatan dan perluasan akses keuangan masyarakat

melalui Agen Laku Pandai.
Laku Pandai disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam

Rangka Keuangan Inklusif, yaitu Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya

melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan

penggunaan sarana teknologi informasi .

Agen Laku Pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan bank untuk

menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat. Program ini

merupakan bagian dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)

yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Syarat untuk menjadi agen Laku Pandai di setiap bank berbeda-beda,

namun secara umum persyaratannya hampir sama. Berikut beberapa

persyaratan umum yang ditetapkan oleh OJK:

 Menjadi penduduk setempat yang dikenal baik masyarakat

 Menjadi nasabah bank yang bersangkutan dan dipercaya bank

 Memiliki usaha utama yang telah berjalan minimal 1 tahun

 Memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi, dan integritas yang baik

 Memiliki syarat umum administratif seperti KTP, Kartu Keluarga, dan

NPWP

Kenapa Laku Pandai diperlukan?

 Masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan

atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.

Antara lain, karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor

bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.

 OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya

berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif.

 Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional

Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012, satu program di

antaranya adalah branchless banking.
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 Branchless banking yang ada sekarang perlu dikembangkan agar

memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya

menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang

sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga

melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di

Indonesia, terutama antara desa dan kota.

Pertumbuhan Agen Laku Pandai di Kabupaten Banggai Kepulaua
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BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TPAKD

2.1. Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Program Kerja TPAKD
Pertumbuhan di sejumlah sektor ekonomi produktif di Provinsi

Sulawesi Tengah melalui peningkatan perluasan akses keuangan daerah

diperkirakan akan masih berlanjut dan memiliki peluang yang terbuka

lebar. Namun demikian, diperlukan sejumlah upaya nyata dan

kebijakan tegas dan berkelanjutan untuk optimalisasi sejumlah sektor

ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan dan unggulan daerah.

Pemerintah Daerah menjadi stakeholder yang memegang peranan

utama dalam upaya pertumbuhan ekonomi dari sisi perluasan akses

keuangan dimaksud. Beberapa langkah dan rekomendasi yang

diusulkan untuk dapat direalisasikan oleh Pemerintah Daerah antara

lain:

a. Peningkatan database potensi ekonomi dari beragam sektor yang

menjadi prioritas dan unggulan;

b. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi KPMR;

c. Menganggarkan dalam APBD untuk pelaksanaan program kerja

terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang tidak terbatas

pada pelaksanaan rapat, namun juga untuk

pendampingan/pembinaan kepada masyarakat umum dan khusus

kepada pelaku usaha produktif, maupun untuk pembuatan kajian

pembangunan berkelanjutan dengan beragam parktisi/ahli.

d. Mengalokasikan dana desa untuk hal yang bersifat produktif yang

tetap berlandaskan kearifan lokal, seperti mewujudkan pusat-pusat

ekonomi baru berbasis agrobisnis dalam mewujdukan swasembada

dan ketahanan pangan;

e. Penguatan kompetensi SDM di jajaran perangkat daerah yang

membidangi sektor-sektor ekonomi produktif terkait pemuktahiran

peningkatan produksi dan program inklusi keuangan yang dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi produkfit

dimaksud;
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f. Harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota di dalamnya.

Peranan yang tidak kalah pentingnya yakni dari OJK selaku

regulator sektor jasa keuangan yang diberikan wewenang untuk

membuat sejumlah kebijakan dan sinergi dengan banyak beragam

pemangku kepentingan, dalam upaya mendorong perluasan akses

keuangan di daerah. Beberapa langkah dan rekomendasi yang diusulkan

untuk dapat direalisasikan oleh OJK khususnya oleh Kantor Pusat OJK

antara lain:

a. Bersinergi dengan beragam Kementerian maupun Lembaga terkait

yang memiliki irisan kepentingan maupun kewenangan yang dapat

mendukung upaya perluasan akses keuangan daerah;

b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan Dewan

Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang memiliki power untuk

menggerakkan peran Pemerintah Daerah dalam berpartisipasi lebih

aktif dalam upaya perluasan akses keuangan di daerah;

c. Mengeluarkan kebijakan program perluasan akses keuangan daerah

beserta roadmap yang jelas, yang turut dibarengi dengan

peningkatan kompetensi SDM yang diperlukan untuk menyukseskan

program dimaksud;

d. Memberikan arah, kebijakan dan apresiasi maupun penegasan

kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk turut mensukseskan

program perluasan akses keuangan di daerah;

e. Merangkul sejumlah praktisi/ahli yang telah berpengalaman dan

terbukti keilmuannya, dalam pembuatan kajian maupun

penyusunan kebijakan perluasan akses keuangan daerah;

f. Melaksanakan rapat koordinasi berskala nasional dalam rangka

pemantauan perkembangan perluasan akses keuangan daerah

secara rutin dan terjadwal;

g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program kerja peningkatan

literasi dan inklusi keuangan.
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LAMPIRAN FORMULIR EKSEKUTIF KINERJA

Formulir Ringkasan Eksekutif Kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

TPAKD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Kegiatan Edukasi Keuangan

No Nama Kegiatan Sasaran
Peserta

Tanggal
Pelaksanaan
Kegiatan

Jumlah
Peserta
Kegiatan

Materi Kegiatan Jenis Kegiatan
Metode

Pelaksanaan
Kegiatan

Periode
Triwulan

1.

Kegiatan Pleno
Semester 1 Tim
Percepatan Akses
Keuangan Daerah
(TPKAD) Se-
Selawesi Tengah
Tahun 2025

Pj. Sekretaris
Daerah,Kepala
OPD Terkait
Dan OJK

Kabupaten
Banggai
Kepulauan
tanggal 25
Maret 2025

20
peserta

Dalam rangka
evaluasi program
kerja tahun 2024 dan
penyusunan rencana
prpgram kerja tahun
2025 Tim percepatan
daerah Akses
Keuangan Daerah
(TPAKD)

Rapat Koordinasi

Virtual
Meeting
Melalui
Zoom

Triwulan I

2.

Rapat koordinasi
TPAKD Program
Kerja Triwulan I
dan Rapat Edukasi
Kepada Camat Se-
kabupaten, Lurah
Se Kabupaten dan
kepala Desa Se-
Kabupaten

Wakil Bupati
Banggai
Kepulauan,
Kepala OPD
terkait, OJK dan
Bagian
Perekonomian,
Camat, Lurah
dan Kepala Desa

Kabupaten
Banggai
Kepulauan
Tanggal 24
Juni 2025

220
Peserta Rapat Koordinasi Offline Triwulan I

dan II
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3.

Bupati Banggai
Kepulauan Resmi
Menyerahkan 35
Gerai Kepada
Pelaku UMKM di
Taman Kota
Salakan Kerja
Sama Dengan Bank
Sulteng Cabang
Salakan dan Bank
BPR Cabang
Salakan

Pelaku UMKM
di Taman Kota
Salakan

Banggai
Kepulauan
Tanggal 21
Juli 2025

35 Gerai Fasilitasi Kemudahan
Usaha Mikro UMKM

Bantuan UMKM Offline
TW III

4. Data Qris
Kabupaten Banggai
Kepulauan

Jumlah Data
Qris 2048

30 Mei 2025 Jumlah 7.643 TW II

5.
Gemar Investasi
Kabupaten Banggai
Kepulauan

Jumlah Saham
888

Jumlah 154 TW I

6.
Gemar Investasi
Kabupaten Banggai
Kepulauan

Jumlah Saham
888 Jumlah 216 TW II

7.

Statistik Rekening
Pelajar Provinsi
Sulawesi Tengah
Kabupaten Banggai
Kepulauan

Jumlah Sekolah
140

Jumlah
Rekening
21.287 25 Maret

2025

Jumlah
Rekening
Dormat
6.228

Jumlah Nominal
4.271.824.040 TW I

8.

Statistik Rekening
Pelajar Provinsi
Sulawesi Tengah
Kabupaten Banggai

Jumlah Sekolah
142

Jumlah
Rekening
21.140

25 Mei 2025

Jumlah
Rekening
Dormat
6.333

Jumlah Nominal
4.292.328.106 TW II
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Kepulauan
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BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan yang telah disusun, serta melihat fakta yang ada di

lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan Sesuai dengan

data – data yang di berikan dan di terima dari dinas terkait.

Saran

Dengan adanya laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan namun pada kenyataannya masih banyak sekali

kekurangan-kekurangan Persoalan ini dikarenakan masih sangat sedikitnya

data yang di terima dari dinas – dinas terkait


